
BUPATI LAMPUNG SELATAN 

PROVINSI LAMPUNG
 
PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 

NOMOR 45 TAHUN 2018
 

TENTANG
 

RINCIAN TUGAS JABATAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN
 
INFORMATIKA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA
 

BUPATI LAMPUNG SELATAN,
 

1'1/1enimbang a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Lampung 
Selatan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua 
atas Perat urari Bupati Lampung Selatan Nornor 36 Tahun 
2016 tcntang KedudrJkcm, Tugas dan rungsi, SUSUl1clll 

Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupa tc n 
Lampung Selatari, maka perlu diatur kernbali Rincian Tugas 
.Iub.uan pada Dinas Komunikasi dan lnforrnatiku 
Kabupate n Larnpung Selatan: 

b. bahwa berclasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dulam h uruf a, maka Rincian Tugas Jabatan pada Di rias 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan 
sebagaimana yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati 
Lampung Selatan Nomor 54 Tahun 2016 perlu dilakukan 
perubahan dan ditetapkan kembali dengan Peraturan 
Bupati; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nornor 4 Tahun 1956, Undang
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Unclang-Undang 
Darura; Nornor 6 Tahun 1956 tentang Pernbentukan 
Ij.J"Jil Til' ell II	 LtIIILI:--;uk f'~'iLl Prcljd lclill Lill~kungclll 

LJ'll c1l1Il11~kclL 1 SU;n.lllTa S(,lalcln scbagai Undang-Undang 
(Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 1CJ59 Nornor 
73, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1821) ; 

2.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun2004 tentang 
Perirnbangan h:euangan antara Pe me r i n ta.h PUScH dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tah'un 2011 Norrior 82, 
Tarnbahan Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 
=;).)11: 



4.	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Nega ra Republik 

,5	 Uridang-Undang Norrior 23 Tahun 2Ul-i ItTllang 
Pemeriritahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diu bah be berapa kali, terakhir dengan Undar.g-Undarig 
Nomor 9 Tahun 2015 [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Ncgara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 ten tang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

7.	 Pcraturan Men teri Komiriukasi clan lnforrnasi Nornor 13 
Tah un 2018 Lentang Hasil Pernetaan Unsur Pcrncrintahan 
Dacrah dibidang Komunikasi dan Informatika (Beritu 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1307); 

8.	 Pera turan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 
Ta h un 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Pcrancka r 
Uae rah Kabupatcn Lampung Sebtan (Lern bara n Do e rah 

Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018 Nomor 16, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Nomor 16); 

9.	 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 3C) Ta h u n 2U 10 
LenLang Perubahan Kcdua atas Pcrat.uran Bupau Lampurig 
Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas 
dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan:	 PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS JABATAN 
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATlKA KABUPATEN 
LAMPUNG SELATAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1.	 Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

2.	 Pemerintah Daerah adala h Bupati sebagai tm sur 
p"n~,clcnggarcl Perncrin tab a n Dacrah :'~lng rnr-rnirrrpi.: 
pddksanclcHl urusan Pem e ri n t n h a n yang rne njud i 
kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan. 

3.	 Bupati adalah Bupati Lampung Selatan. 

4.	 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan. 

5.	 Diria s adalah Dinas Kornunika si dan Inforrnar iku 
Kabupaten Lampung Selatan. 



6.	 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Lampung Selatan. 

7.	 Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT 
adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Lampung Selatan. 

8.	 Jabatan Fungsional Umum yang selanjutnya disingkat JFU 
adalah Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Korrrurii ka si 
dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan. 

BAB II 

SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI 

Bagian Kesatu
 
Susunan Organisasi
 

Pasal 2 

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan lnforrnatika, 
adalah sebagai berikut : 

a.	 Kepa.la Dinas. 

b.	 Sekretariat, membawahi : 
1.	 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2.	 Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan 
3.	 Sub Bagian Keuangan dan Aset. 

c.	 Bidang Persandian, Pos dan Telekomunikasi, mernbawah i: 
1.	 Seksi Persandian ; 
2.	 Seksi Penyelenggaraan Pos dan Penyiaran; dan 
3.	 Seksi Penyelenggaraan Telekomunikasi. 

d.	 Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi: 
1.	 Seksi Pengelolaan Informasi; 
2.	 Seksi Kemitraan Komunikasi; dan 
3.	 Seksi Pengelolaan Media Publik. 

e.	 Bidang Statistik dan Data Elektronik, membawahi: 
1.	 Seksi Statistik Sektoral; 
2.	 Seksi Pengelolaan Data Elektronik; dan 
3.	 Seksi Literasi Data dan Informasi. 

f.	 Bidang Pemberdayaan E-Government, membawahi: 
1.	 Seksi Aplikasi Informatika; 
2.	 Seksi Pengecmbangan E-Government; dan 
3.	 Scksi Infrastruktur Tcknologi Informasi dan 

Komunikasi; 

g.	 Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan 

h.	 Kelompok Jabatan Fungsional. 

Bagian Kedua
 
Struktur Organisasi
 

Pasa13 

Bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan lnforrnatik a 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pad a 
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan ini. 



BAB III
 

RINCIAN TUGAS JABATAN
 

Bagian Kesatu
 

Kepala Dinas
 

Pasa14 

Tugas pokok Kepala Oinas adalah memimpin Dinas 
Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Tugas pokok dan 
fungsi Oinas, melaksanakan pembinaan terhadap aparatur 
bawahannya, melakukan kerja sarna dan koordinasi dibidang 
komuniukasi dan informatika dengan Instansi Pemerintah dan 
Organisasi lainnya, sesuai dengan ketentuan Peraturan 
perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas. 

Pasa15 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dirnaksud 
dalam Pasal 4, rincian tugas Kepala Dinas adalah sebagai 
berikut : 

a.	 mempersiapkan program dan kebijakan teknis dibidang 
Komunikasi dan Informatika dalam rangka pencapaian 
tujuan penye1enggaraan Tugas pokok dan fungsi dinas; 

b.	 memimpin, membina mengoordinasikan, mernan tau dan 
mengendalikan pelaksanaan program dan kebijakan teknis 
dibidang Komunikasi dan Informatika agar ses uar 
pereneanaan yang telah ditentukan; 

c.	 mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan dinas instarisi 
terkait dalam bidang Kornunikasi dan Informatika agar 
terjadi kesamaan persepsi dan kesatuan langkah dan gerak 
dalam pelaksanaan pembangunan; 

d.	 mempelajari Peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan Kornunikasi dan Informatika sebagai 
aeuan dalam pelaksanaan tugas; 

e.	 membagi habis tugas Dinas Komunikasi clan Inforrnatika 
kcpada bawahan. agar sct.iap aparatur yang bcrar!.: 
clilingkungan Dinas Kornunikasi dan lnforrnatika mempunvai 
dan memahami beban tugas dan tanggung jawabnya masing
masmg; 

f.	 memberi petunjuk teknis dan pengarahan serta bimbingan 
kepada bawahan tentang pelaksanaan tugas, untuk 
menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelak.sa naa n 
l ugas: 

g. memberikan usulan dan pertimbangan kcpada aiasan 
tentang langkah-langkah dan kebijakan yang akan diarnbil 
dibidang komunikasi dan informatika; 

h. menilai aktivitas, kreativitas dan produktivitas pe1aksanaan 
tugas dari ba.wah a.n ; 

1.	 membuat !aporan ke pa d a a ta san scbagztl 
pcrl<::lnggungjil\\'clban kerja dan scbaga i rna s uku n uritt.. 

dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut; dan 
J.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 



Bagian Kedua 

Sekretaris 

Pasal o 

Tugas pokok Sekretaris adalah membantu Kepala Dinas d alarn 
melakukan koordinasi penyusunan program dan rencana kerj a 
dinas yang meliputi pengelolaan urusan umum, kepegawaian , 
rumah tangga, surat-menyurat, melaksanakan perencanaan, 
evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas serta mengelola 
administrasi urusan keuangan dan aset kantor, sesuai de ngan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasa17 

Untuk menye1enggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
da1am Pasal 6, rincian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut: 

a.	 melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dalam 
rangka penyusunan program kerja Dinas Komunikasi dan 
Informatika sebagai pedoman penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Dinas, serta reneana kerja 
Sekretaris untuk dijadikan bahan aeuan dalam 
pelaksanaan tugas; 

b.	 memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam 
melaksanakan tugas dibidang ketatausahaan, agar dapat 
terlaksana program dan rencana kerja yang telah disusun; 

c.	 mengelola urusan umum, rumah tangga, administrasi 
surat-menyurat dan kearsipan, administrasi kepegawaian 
clan administrasi perlengkapan kantor; 

d.	 rnerumuskan program dan rencana kerja bekerja sarnu 

dengan unit kerja terkait, me1aksanakan eva1uasi dan 
merumuskan laporan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan 
Informatika dan 1aporan kegiatan ketatausahaan kantor: 

e. mcnzclola adrninistrasi kcuanzan variz melipuLib b ~ ~ 

penyusunan anggaran Dinas pembukuan 
pertanggungjawaban serta penyusunan keuangan kantor; 

f. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian, 
dan koordinasi penyusunan program, penyusunan dan 
penyajian data statistik dan analisis, pengelolaan 
administrasi keuangan, pengelo1aan administrasi 
kepegawaian, rumah tangga dirias, perlengkapan, lata 
laksana, Peraturan perundang-undangan dan pe1aporan 
pelaksanaan program; 

g. rnernpelajari Peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan Dinas Komunikasi dan lnforrna rika 
serta Peraturan perundang-undangan yang berhubungan 
dengan ketatausahaan sebagai landasan dalarn 
pelaksanaan tugas Sekretaris; 

h. membagi habis tugas pada Sekretaris kepada bawahari. 
agar set.ia p aparatur yang ada mcmahami tugas d a n 
tanggung j a wabnya masing-masing; 

1. menerima mempelajari laporan dan saran dari bawahan 
sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun 
program dan rencana kerja selanjutnya; 



J.	 membina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar 
mampu melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan 
berhasil-guna; 

k.	 mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan 
penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; 

1.	 melakukan kerja sarna dengan unit kerja yang ada guna 
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

m.	 membuat laporan kepada Kepala Dinas sebagai 
pertanggungjawaban kerja dan masukan untuk dijadikan 
bahan dalam menyusun program dan rencana kerja Dinas 
lebih lanjut; dan 

n.	 mc'laksanakan tugas ked in a sa n lain yang d ibcrika n ole h 
atasan , sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang 
berlaku. 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 8 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang 
surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, huhungan 
kemasyarakatari, dokumentasi dan ketertiban dalarn 
lingkungan dinas, ketatalaksanaan dan urusan rumah tangga 
lainnya. 

Pasa19 

Urit.u k rnenyelenggarakan tugas poknk sebaga imrma d irna ks ucl 
clalam Pasal 8, rincian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian adalah sebagai berikut : 

a. melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan bagian tata usaha dalam rangka penyusunan 
program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk 
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerj aa n ; 

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan )dll!::', 

berhubungan dengan bidang tugas Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian dan menyusun bahan untuk pemecahan 
masalahnya; 

c. melaksanakan penataan administrasi surat-menvurat 
untuk mempermudah proses lcbih lanj ut ; 

d. rne-rn be-ri k an pe layaria n krpad a rn a svu ra ka t \ ..111 '"-' 

bersangkutan urusan kedinasan; 
e. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 

berhubungan dengan bidang kehumasan dan layanan 
informasi, baik melalui media cetak maupun elektronik; 

f. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dirias 
kantor; 

g.	 melakukan bahan penyusunan jadwal acara dan 
administrasi kegiatan Kepala Dinas; 

h.	 menyiapkan dan memantau penyediaan tempat dan 
perlengkapannya untuk keperluan pelaksanaan ra pat dan 
pertemuan Dinas lainnya; 

1.	 mem bina kegiatan ketertiban, kehumasan dan 
ketatalaksanaan dilingkungan Dinas; 
melaksanakan pengelolaan dan pelayanan kepustakaan 
Dinas; 



k.	 mencari, mengumpulkan, menghimpun, serta menyajikan 
data dan informasi yang berhubungan dengan bidang 
kepegawaian; 

1.	 menyiapkan bahan dalam rangka menyelesaikan 
administrasi kepegawaian yang meliputi urusan kenaikan 
pangkat, urusan mutasi jabatan, penyelesaian kcriaik.m 
gaji bcrkala, proses pemberian sural izin cuti, proses 
urusan pcnsiun serta pemberian sanksi atas pelanggaran 
peraturan kepegawaian; 

m.	 mengumpulkan, menyusun dan mengolah data bahan 
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan 
penataan sistem, metode dan proscdur kerja scr ta 
pendayagunaan a paratur: 

n.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan 
Fungsional Urrium dilingkungan Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian agar dapat melaksanakan tugas secara 
berdaya-guna dan berhasil-guna; 

o.	 mcrnbagi habis lugas Sub Bagian Umum dan I\:cpegawaian 
kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum (.JFU) sebagai 
bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan 
tanggung jawabnya masing-masing; 

p.	 mengumpulkan, menghimpun, dan menyusun data dari 
bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan 
pelaksanaan Lugas kepada a tasan dan sebagai mas uk.a n 
dalam penyusunan program lebih lanjut; 

q.	 me1akukan kerja sarna dengan unit kerja yang ada, gu ua 
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

r.	 mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan 
penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan 

s.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan. 

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 

Pasal 10 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 
adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang 
percncanaan pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan penvusunan 
laporan kegiatan Oinas. 

Pasal 11 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10, rincian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan 
dan Evaluasi adalah sebagai berikut : 

a.	 melakukan koordinasi dengan unit kerja la in nva 
dilingkungan Sekretariat dalam rangka penyusunan 
program dan rencana kerja Sub Bagian Perencanaan dan 
Evaluasi untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan 
tugas; 

b.	 menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
bc'rhllbung,1ll dcngz1ll bichng tUg;lS Slll, 8~tc;L~ 

Perericanaan dan Evalua si dan menvusun bahan untuk 
pemecahan masalahnya; 



c. mengumpulkan bahan dan bekerja sarna dengan unit kerju 
terkait dalam rangka merumuskan arah kebijakan dibidang 
Pos Tclckorn un ikasi dan Tckmatika, Saranu I~omUllikdSj 

clan Dcsiminasi Inforrnasi, lnformasi Publik, Pcrsandian, 
Statistik; 

d. mengumpulkan data untuk bahan penyusunan rencana 
kegiatan Dinas baik bulanan , triwulan, semester, tahunan. 
jangka pendek, menengah dan panjang berdasarkan data 
Komunikasi dan Informatika yang telah ada; 

e. mencari, mengumpulkan, menghimpun, menyusun serta 
rncnyajikan data dan informasi yang berhubungan dcngan 
tugas kantor sebagai bahan perencanaan lebih lanjut; 

f. menyiapkan bahan evaluasi dan pengendalian tcrhadap 
pelaksanaan kegiatan kantor; 

g. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan 
program kerja dan kegiatan operasional (bulanan, triwulan , 
semester maupun tahunan); 

h. mernpelajari peraturan perundar.g-undangan yang 
berhubungan dcngan komunikasi dan inlorrnatika Snlet 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
bidang perencanaan program sebagai landasan dalam 
pelaksanaan tugas; 

1. menerima dan menyusun pelaporan hasil pelaksanaan 
kegiatan dari bidang-bidang dilingkungan Dinas; 

J.	 mernbuat laporan kepada Kopala Dinas melalui Sekretans 
sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun 
program kerja Dinas: 

k.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan 
Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Sub Bagian 
Perencanaan dan Evaluasi agar d apar rnelak san a ka n tugas 
sccara berduya-guna clan berhasil-guna: 

1.	 membagi habis tugas Sub Bagian Perencanaan dan 
Evaluasi kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum (JFU) 
sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas 
dan tanggung jawabnya masing-masing; 

m.	 mengumpulkan, menghirnpun, mengevaluasi dan 
menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk 
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan dan 
sebagai masukan dalam penyusunan rencana program 
lebih lanjut; 

n.	 melakukan kerja sarna dengan unit kerja yang ada, guna 
mcnunjang kelancaran pelaksanaan tugas: 

o.	 mcngevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk 
pcnyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan 

p.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan. 

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset 

Pasa l 12 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset adalah 
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang penyiapan 
bahan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi 
penyusunan anggaran, pembukuan dan pertanggungjawaban 
serta laporan keuangan Dinas, serta pengelolaan administrasi 
perlengkapan, peralatan dan Aset kantor. 



Pasal 13 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksucl 
dalam Pasal 12, rincian tugas Kepada Sub Bagian Keuangan 
dan Aset adalah sebagai berikut : 

a.	 melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Sekretariat dalam rangka penvusunan 
program dan reneana kcrja Sub Bagian Keuangan dan Asci 
untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan; 

b.	 menginventarisasi permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset dan 
menyusun bahan untuk pemeeahan masalahnya; 

e.	 mengumpulkan pedoman dan petunjuk teknis penvusur.an 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta 
mcnyiapkan bahan penyusunan Anggaran dan Pendaputcm 
Belanja Dinas; 

d.	 mengumpulkan bahan penyusunan reneana kebutuhan 
keuangan dinas ; 

e.	 menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana 
perubahan anggaran dinas; 

r.	 melakukan administrasi pembukuan seoa ra s ist.crnat.is dan 
kronologis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku untuk memudahkan kontrol 
terhadap penggunaan keuangan dinas; 

g.	 memproses usulan pengankatan dan pemberhentian 
pimpinan pelaksana teknis kegiatan atasan langsung 
beriduhnrawan, pemegang barang lingkup Dinas; 

h.	 mclaksanakan pembinaan dan bimbingan administrasi 
kcuangan dan perbendaharaan; 

1.	 menyelenggarakan pembukuan, penghitungan dan 
verifikasi pertanggungjawaban keuangan; 

J.	 melaksanakan urusan rumah tangga Dinas yang rneliputi 
fasilitasi dan pelayanan akomodasi, pemeliharaan sarana 
dan prasarana kantor; 

k.	 memberikan bimbingan penyelesaian tindak lanjut hasil 
pemeriksaan; 

1.	 menyclenggarakan periataan dokumen keuangan dan 
penyusunan laporan realisasi anggaran; 

m.	 mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan, 
peneatatan, pemeliharaan, penyimpanan, distribusi, 
penghapusan dan pelaporan dibidang perlengkapan, 
perbekalan. peralatan dan Aset Dinas: 

n.	 rncmimpin, mcngarahkan dan memotivasi aparatur .Jabatan 
Pungsional Umum (eIFU) dilingkungan Sub Bagian 
Keuangan dan Aset agar dapat melaksanakan tugas secara 
berdaya-guna dan berhasil-guna; 

o.	 membagi habis tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset 
kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum (JFUI sebagai 
bawahannya, agar setiap personil merriahami rugas dan 
tanggung jawabnya masing-masing; 

p.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari 
bawahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas 
kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kerja dan 
masukan dalam penyusunan program dan rericaria kerja 
lebih lanjut; 



q.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk 
penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan 

r.	 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan ole 11 
atasan, sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang 
berlaku. 

Bagian Ketiga 

Kepala Bidang Persandian, Pos dan Telekomunikasi 

Pasal 14 

Tugas pokok Kepala Bidang Persandian, Pos dan 
Telekomunikasi adalah merumuskan dan melaksariaa n 
kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang 
Persandian, Pos dan Telekomunikasi. 

Pasal 15 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksucl 
dalam Pasal 14, rincian tugas Kepala Bidang Persandian, Pos 
d a n Telekomunika si adalah sebagai berikut : 

a. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dan 
Sekretaris dalam rangka penyusunan program kerja Dinas 
Komunikasi dan Informatika, sebagai pedoman penyusunan 
Anggaran Penclapatan dan Belanja Dinas serta rencana 
kerja pada Bidang Persaridian , Pos dan Telekornu nikasi untuk 
dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas; 

b. memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam 
melaksanakan tugas dibidang Persandian, Pas dan 
Telekomunikasi agar pelaksanaan tugas dapat berjalan 
sesuai program kerja yang telah disusun; 

c. melaksanakan kebijakan serta kewcnangan clibiclang 
persanclian, pos dan telckomunikasi; 

d. menentukan standar persandian dan keamanan 
komunikasi dilingkup Pemerintah Kabupaten; 

e. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pengendalian 
penyelenggaraan kegiatan pos, penyiaran dan 
telckornunikasi: 

I. uiclak sanukun kaorclinasi dull kerjasa ma .m u.r 
lembagaj instansi terkait dibidang persandian, pos dan 
telekomunikasi; 

g. mempelajari Peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika 
serta Peraturan perundang-undangan yang bcrhubungclIl 
dengan Biclang Persandian, Pos dan Telekomunikasi se bagai 
landasan dalam pelaksanaan tugas; 

h. membagi habis tugas pada bidang Persandian, Pos dan 
Telekomunikasi kepada bawahan, agar setiap aparatur yang 
ada memahami tugas dan tanggung jawabnya masing
masmg; 

1. menerima, mcmpelajari laporan dan saran dari bawa hu n 
sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun 
program kerja selanjutnya; 

J. membina, memberikan motivasi kepada bawahan agar 
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil
guna; 

k. mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan 
penyusunan hasil kerja lebih lanjut; 



1.	 membuat laporan kepada Kepala Dinas sebagai masukan 
untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja 
dinas lebih lanjut; dan 

m .	 rnelaksanakan tugas kedina san lain \"ang dibcrikan olch 
atasan , scsuai dengan petunjuk dan keterit.uari yang 
berlaku. . 

Kepala Seksi Persandian 

Pasal 16 

Kcpala Seksi Persandiar: adalah rnelaksanakan scbctgi.m l ~) 

Bidang Persandian, Pos dan Telekomunikasi dibidang 
persandian. 

Pasal 17 

Un tuk menyelcnggarakan tugas pokok sebagaimana dimak surl 
d ala m Pasal 16, rincian tugus Kopala Scksi Pcrsandian ad.il.r': 
sebagai berikut : 

a.	 melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya dibidang 
Persandian, Pos dan Telekomunikasi dalam rangka 
penyusunan program kerja Seksi Persandian untuk 
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan; 

b.	 menginventarisasi permasalahan yang berlrubungan 
dengan bidang tugas Seksi Persandian dan menyusun 
bahan untuk pemecahan masalahnya; 

e.	 menyusun standar pengelolaan, pengamanan, dan 
klasifikasi informasi; 

d.	 menyusun dan menyiapkan bahan dalam rangka 
pelaksanaan standar keamanan informasi pemerintah; 

e.	 menyusun dan menyiapkan bahan dalam rangka 
pelaksanaan kebijakan teknis persandian dilingkup 
Pemerintah Kabupaten; 

f.	 melaksanakan layanan operasional persandian; 
g.	 melaksanakan layanan keamanan informasi pemerintah; 
h.	 melaksanakan pengembangan kompetensi persandian 

dilingkup Pemerintah Kabupaten; 
1.	 melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan dan 

tata kelola persandian; 
J.	 melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap 

penyelenggaraan penyelenggaraan dan tata kelola 
persandian; 

k.	 melaksanakan koordinasi dan kerjasama aruar 
lembagaj instansi terkait penyelenggaraan dan tata kelola 
persaridian; 

1.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan 
Fungsional Umum dilingkungan Seksi Persandian agar 
dapat melaksanakan tugas seeara berdaya-guna dan 
berhasil-guna; 

m.	 membagi habis tugas Seksi Persandian kepada aparat.ur 
Jabatan Fungsional Umum sebagai bawahannya, agar 
sctiap personil memahami tugas dan tanggung jawa b . . 
masmg-masmg; 

n.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dad 
bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan 
pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan d alarn 

program lebih lanjut; 



a.	 membina dan memberikan mativasi kepada bawahan agar 
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasi1
guna; 

p.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk 
penyempuranaan hasil kerja lebih lanjut; dan 

q.	 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang 
berlaku. 

Kepala Seksi Penyelenggaraan Pos Dan Penyiaran 

Pasal 18 

Kepala Seksi Penyelenggaraan Pas dan Penyiaran adalah 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Persandian, Pas dan 
Telekamunikasi dibidang penyelenggaraan pas dan penyiaran. 

Pasa1 19 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 18, rincian tugas Kepala Seksi Penyelenggaraan 
Pas Dan Penyiaran adalah sebagai berikut : 

a.	 melakukan koordinasi dengan unit kerja 1ainnya dibic1ang 
Persaridian, Pos dan Telckomunikasi clalarn rangku 
penyusunan program kerja Seksi Penyelenggaraan Pas dan 
Penyiaran untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan 
pekerjaan; 

b.	 menginventarisasi permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugas Seksi Penvelenggaraan Pos Dan 
Pc nvinran d.a n mrnvu s u r: bdh,\)1 im t uk 1,)L';l1l'cah,I' 

masalahnya; 
c.	 menyelenggarakan kegiatan pas yang merijadi kewenangan 

Pemerintah Kabupaten (layanan komunikasi tertulis 
darr/ atau surat elektronik, paket, logistik, transaksi 
keuangan dan keagenan pas); 

d.	 menyelenggarakan pcnyiaran radio da n yatau tclcvisi y:1112 

menjadi kcwenangan Pemerintah Kabupaten; 
c.	 menyelenggarakan layanan internet dan game online yang 

menjadi kewenangan Pemerintah Kabupateri; 
f.	 memberikan rekomendasi untuk penyelenggaraan layanan 

pos, telsus dan penyiaran; 
g.	 me1aksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan 

layanan layanan pos , tel s us d an penviaran ; 
h.	 rnclaksanakan pcngawasan dan evaluasi tcrhadap 

penyelenggaraan layanan layanan pes, telsus dan 
penyiaran; 

1.	 melaksanakan kegiatan pendataan dan pelaporan terhadap 
periveicnggaraan layanan lavan an pos, telsus da n 
penyiaran: 

J.	 melaksanakan koordinasi dan kerjasarna antar 
lembaga/instansi terkait dibidang penyelenggaraan layanan 
layanan pos, telsus dan penyiaran; 

k.	 mernimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur .Iabata n 
Fungsional Umurn di1ingkungan Seksi Penyelenggaraan Pos 
Dan Penyiaran agar dapat melaksanakan tugas sccara 
berdaya-guna dan berhasil-guna; 



l.	 rnernbagi habis tugas Seksi Penyelenggaraan Pos Ddll 

Penyiaran kepada aparatur .Jabatan Fungsional Urn urn 
sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas 
dan tanggung jawab masing-masing; 

m.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari 
bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan 
pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai rriasukan dalarn 
program le bi h lanjut; 

n.	 membina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar 
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil 
guna; 

o.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk 
penyempuranaan hasil kerja lebih lanjut; dan 

p.	 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan olch 
atasan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang 
berlaku. 

Kepala Seksi Penyelenggaraan Telekomunikasi 

Pasal 20 

Kepala Seksi Pcnyelcnggaraan Telekomunikasi adalah 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Persandian, Pos dan 
Telekomunikasi dibidang penyelenggaraan telekomunikasi. 

Pasal 21 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20, rincian tugas Kepala Seksi Penyelenggaraan 
Telekomunikasi adalah sebagai berikut : 

a. lainnya dibidangmelakukan koordinasi dengan unit kerja 
dalarn rangkaPersandian, Pos dan Telekomunikasi 

Penyelenggaraanpenyusunan program kerja Seksi 
pedoman dalamTelekomunikasi untuk dijadikan 

pelaksanaan pekerjaan; 
b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan 

dengan bidang tugas Seksi Penyelenggaraan 
Telekomunikasi dan menyusun bahan untuk pernecahan 
masalahnya; 

c. menyelenggarakan infrastruktur dan jasa telekomunikasi 
bergerak (seluler) yang menjadi kewenangan Pemerintah 
Kabupaten; 

d. menyelenggarakan infrastruktur dan jasa telekomunikasi 
serat optik yang menjadi kewenangan Pemerintah 
Kabupaten; 

e. menyelenggarakan jaringan komunikasi data, komunikasi 
radio antar penduduk, telekomunikasi dengan spektrum 
frekuensi dan penyelenggaraan layanan telekomunikasi 
universal yang rnenjadi kewenangan Pemerin uih 
Kabupaten; 

f. melaksanakan kewenangan pemberian rekomendasi 
penyelenggaraan infrastruktur dan layanan telekomunikasi; 

g. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan 
terhadap penvelenggaraan infrastruktur dan lavanan 
tckkulllU111kaSl; 

h. me1aksanakan pemungutan retribusi daerah dibidang 
telekomunikasi; 

1. terhadapmelaksanakan pengawasan dan evaluasi 
penyelenggaraan layanan telekomunikasi; 



J.	 melaksanakan kegiatan pendataan dan pelaporan terhadap 
penyelenggaraan layanan telekomunikasi; 

k.	 melaksanakan koordinasi dan kerja sarna antar 
lembaga/instansi terkait penyelenggaraan tclekorn urii ka si: 

1.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan 
Fungsional Umum dilingkungan Seksi Penyelenggaraan 
Telekomunikasi agar dapat melaksanakan tugas secara 
berdaya-guna dan berhasil-guna; 

m.	 membagi habis tugas Seksi Penyelenggaraan 
Telekomunikasi kepada aparatur Jabatan Fungsional 
Umum sebagai bawahannya, agar setiap personil 
memahami tugas dan tanggung jawab masing-rnasing; 

n.	 mengumpulkan, menghimpun dan menvusun data clari 
bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan 
pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam 
program lebih lanjut; 

o.	 mernbina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar 
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil 
guna; 

p.	 rncngcval uasi hasii pclaksariaan tugas bawaha n un t uk 
penyempuranaan hasil k<:'1]8 lebih lanjut; dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang 
berlaku. 

Bagian Keempat 

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 

Pasal22 

Tugas pokok Kepala Bidang lnformasi dan Komunikasi Publik 
adalah merumuskan dan melaksanaan kebijakan serta 
kewenangan Pemerintah KabupaLen dibidang Informasi dan 
Komunikasi Pu blik. 

Pasa123 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22, rincian tugas Kepala Bidang Inforrnasi clan 
Kornunikasi Publik adalah sebagai berikut : 

a.	 melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dan 
Sekretaris dalam rangka penyusunan program kerja Dinas 
Komunikasi dan Informatika, sebagai pedoman penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas serta rencana 
kerja pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik untuk 
dijadikan bahan aeuan dalam pelaksanaan tugas; 

b.	 mernimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam 
melaksanakan tugas dibidang Informasi dan Komunikasi 
Publik agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesua: 
program kerja yang telah clisusun; 

c.	 rnclaksanakan kebijakan serta kewcnangan dibidang 
informasi clan komunikasi publik; 

d.	 melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pengendalian 
penyeleng dibidang informasi dan komunikasi publik; 

e.	 melaksanakan koordinasi dan kerj asama antar 
lembaga/ instansi terkait dibidang inforrnasi dan 

komunikasi publik; 



f. mempelajari Peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika 
serta Peraturan perundang-undangan yang berhubungan 
dengan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagai 
landasan dalam pelaksanaan tugas; 

g. membagi habis tugas pada bidang Informasi dan 
Komunikasi Publik kepada bawahan, agar setiap aparatur 
yang ada memahami tugas dan tanggung jawabnya 
masing-masing; 

h. menerima, mempelajari laporan dan saran dari bawahan 
sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun 
program kerja selanjutnya; 

1. membina, memberikan motivasi kepada bawahan agar 
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil
guna; 

J.	 mengevaIuasi hasil kerja bawahan sebagai bahari 
penyusunan hasil kerja le bih lanjut; 

k.	 membuat laporan kepada Kepala Dinas sebagai masukan 
untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kcrja 
dinas lebih lanjut; dan 

1.	 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan, sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang 
berlaku. 

Kepala Seksi Pengelolaan Informasi 

Pasa124 

Tugas pokok Kepala Seksi Pengelolaan Informasi adalah 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Informasi dan 
Korrrun ikasi Publik d ibidang Pengelolaan Informasi. 

Pasal 25 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24, rincian tugas Kepaia Seksi PengeIolaan 
Informasi adalah sebagai berikut : 

a.	 melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya dibidang 
Informasi dan Komunikasi Publik dalam rangka 
penyusunan program kerja Seksi Pengelolaan Informasi 
untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaari; 

b.	 menginventarisasi permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugas Seksi Pengelolaan Informasi dan 
menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; 

c.	 mengumpulkan, menyerap dan mengolah informasi 
d ibidarig poli t ik h uku m. kea rnn n a n , perekoriornia n eLI1I 
kc scj.rh tcruo n rakyat; 

d.	 mengumpulkan, rnenyerap dan m.engolah a spirasi scrta 
opini publik; 

e.	 mengelola dan mengolah informasi dari masyarakat yang 
diterima melalui media pengaduan publik: 

f.	 mengelola dan mengolah informasi dari OPO dilingkup 
Pemcrintah Kabupate n; 

g.	 menyediakan konten informasi publik; 
h.	 melakukan kegiatan peliputan dan pengumpulan informasi; 
1.	 menyiapkan bahan sambutan resmi, pidato dan rilis berita; 
J.	 mengumpulkan dan mengolah bahan informasi publik 

untuk PPID Pemerintah Kabupaten: 



k.	 melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan pengelolaan informasi dilingkup Pemerintah 
Kabupaten; 

1.	 melaksanakan kegiatan pendataan dan pelaporan terhadap 
pelaksanaan pengelolaan dan pengolahan informasi 
dilingkup Pemerintah Kabupaten; 

m.	 melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar 
lembagaj instansi terkait dibidang pengelolaan dan 
pengolahan informasi; 

n.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan 
Fungsional Umum dilingkungan Seksi Perige.olaan 
I:llc)rn1~1~i ~:~~lr d.ipat 111c]aksi:Hldkcl!1 tUgC1S st'l'ar,l 1XTcl~l\>:· 

guna dan berhasil-guna; 
o.	 membagi habis tugas Seksi Pengelolaan Informasi kepada 

aparatur Jabatan Fungsional Umum sebagai bawahannya, 
agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawab. . 
masmg-masmg; 

p.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data d a ri 
bawahan sebagai bahan untuk membuat Iaporari 
pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam 
program lebih lanjut; 

q.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk 
penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan 

r.	 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan sesuai dengan petunjuk dan keterituan ) ang 
berlaku. 

Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi 

Pasal 26 

Tugas pokok Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi adalah 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Informasi dan 
Komunikasi Publik dibidang Kemitraan Komunikasi. 

PasaI27 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26, rincian tugas Kepala Seksi Kemitraan 
Komunikasi adalah sebagai berikut : 

a.	 melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya dibidang 
Informasi dan Komunikasi Publik dalam rangka 
penvusurian program kerja Seksi Kemitraan Komunikasi 
untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan: 

b.	 menginventarisasi permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugas Seksi Kemitraan Komunikasi dan 
menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; 

c.	 melaksanakan diseminasi informasi lewat kemitraan 
dengan lembaga penyiaran (publikj swasta /komunitas); 

d.	 melaksanakan diseminasi informasi melalui media massa 
(cetakjelektronikjonline), media audio visual dan media 
luar ruang; 

e.	 melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Kelompok 
Informasi Masyarakat (KIM); 

f.	 melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan 
Pertunjukkan Rakyat (Petunra); 

a 
~,' 

melaksanakan pernbinaan dan pemberdayaan kegiatan 

kehumasan dilingkup Pemerintah Kabupaten; 



h.	 melaksanakan kegiatan publik seperti konferensi pel's, 
sosialisasi, diskusi publik, talk show dan sejenisnya; 

1.	 melaksanakan pengawasan dan evaluasi Lerhadap 
pelaksanaan kemitraan komunikasi dan kehumasan; 

J.	 melaksanakan kegiatan pendataan dan pelaporan terhadap 
pelaksanaan kemitraan komunikasi dan kehumasan; 

k.	 melaksanakan koordinasi dan kerjasama an tar 
1ernbaga/ inst.ansi tcrkair pclaksanaan kcmi trau n 
komunikasi dan kehumasan; 

1.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan 
Fungsional Umum dilingkungan Seksi Kemitraan 
Komunikasi agar dapat melaksanakan tugas secara 
berdaya-guna dan berhasil-guna; 

m.	 membagi habis tugas Seksi Kemitraan Kornunikasi kepada 
aparatur Jabatan Fungsional Umum sebagai bawahannya, 
agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawab. . 
masmg-masmg; 

n.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari 
bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan 
pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam 
program lebih lanjut; 

o.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk 
penyernpurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan 

p.	 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang 
berlaku. 

Kepala Seksi Pengelolaan Media Publik 

Pasa128 

Tugas pokok Kepala Seksi Pengelolaan Media Publik adalah 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Informasi dan 
Komunikasi Publik dibidang Pengelolaan Media Publik. 

Pasal 29 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
c1alam Pasal 28, rincian tugas Kepala Seksi Perigelolaan Media 
Publik adalah sebagai berikut : 

a.	 melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya dibidang 
lnformasi dan Komunikasi Publik dalam rangka 
penyusunan program kerja Seksi Pengelolaan Media Publik 
untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan; 

b.	 menginventarisasi permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugas Seksi Pengelolaan Media Publik dan 
menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; 

c.	 mengelola media informasi publik milik Pemerintah 
Kabupaten yang meliputi media ce ta k, media elektronik. 
media online / sosial media, media audio visual dan media 
luar ruang; 

d.	 mengelola informasi masyarakat yang diterima melalui 
media informasi milik Pemerintah meliputi pcnerimaan. 
pencatatan. pendistribusian kepada in sta nai lembaga/OPD 
terka it, dan pcnyampaian tanggapan; 



e.	 mengelola isu, materi dan opiru seputar pelaksanaan 
program kerja Pemerintah Kabupaten yang terpublikasi 
cialarn media inforrnasi milik Pcmcrin tah Kabupatcn arau 
yang terkait dengan media informasi miJik Pernerintah 
Kabupaten; 

f.	 mengelola informasi untuk mendukung kebijakan 
Pemerintah; 

g.	 melaksanakan pelayanan inforrnasi p'u bli k, penviapan 
materi dan informasi media publik; 

h.	 melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan media 
informasi publik; 

1.	 melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan 
pengelolaan media publik dilingkup Pemerintah Kabupaten; 

J.	 melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap 
pengelolaan media publik; 

k.	 melaksanakan kegiatan pendataan dan pelaporan terhadap 
pengelolaan media publik; 

1. melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar 
lembagajinstansi terkait dibidang pengelolaan media 
publik; 

m.	 rncrnimpin, mcngarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan 
Fungsiona1 Umum dilingkungan Seksi Pengelo1aan Media 
Publik agar clapat melaksanakan tugas seeara berclaya
guna dan berhasil-guna; 

n.	 membagi habis tugas Seksi Pengelolaan Media Publik 
kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum sebagai 
bawuharinva, agar sctiap personil rncrnaharni tugas clan 
tanggung jawab masing-masing; 

o.	 mengumpu1kan, menghimpun dan menyusun data dari 
bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan 
pe1aksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam 
program lebih lanjut; 

p.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk 
PL'I1\ \'rnpUrJ1~ldn hasil kerja lebih lanjut: clan 

q.	 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang 
berlaku. 

Bagian Kelima 

Kepala Bidang Statistik dan Data Elektronik 

Pasal30 

Tugas pokok Kepa1a Bidang Statistik dan Data Elektronik 
adalah merumuskan dan me1aksanaan kebijakan serta 
kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang Statistik dan 
Data Elektronik. 

Pasal 31 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 30, rincian tugas Kepala Bidang Statistik dan 
Data Elektronik adalah sebagai berikut : 

a.	 melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dan 
Sekretaris dalam rangka penyusunan program kerja Dinas 
Komunikasi dan Informatika, sebagai pedoman penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas serta rencana 



kerja pada Bidang Statistik dan Data Elektronik unt.uk 
dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas; 

b.	 memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam 
melaksanakan tugas dibidang Statistik dan Data Elckt roriik 
agar pelaksariaan tugas dapat bcrjalan se suai progrurn 
kerja yang telah disusun; 

c.	 melaksanakan kebijakan serta kewenangan dibidang 
Slatistik dan Data Elektronik; 

d.	 melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pengendalian 
Statistik dan Data Elektronik; 

e.	 melaksanakan koordinasi dan kerjasarna ari ta r 
lembagaj instansi terkait dibidang Statistik dan D31a 
Elcktronik; 

I.	 mcngelola data Statistik Sektoral bidang komunikasi dan 
informatika; 

g.	 mempelajari Peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan Dinas Kornunikasi dan Informatika 
serta Peraturan perundang-undangan yang berhubungan 
dengan Bidang Statistik dan Data Elektronik se bagai 
landasan dalarn pelaksanaan tugas; 

h.	 membagi habis tugas pada bidang Statistik dan Data 
Elektronik kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada 
mcmahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing: 

1.	 menerima, mempelajari laporan dan saran dari bawahan 
sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun 
program kerja selanjutnya; 

J.	 membina, memberikan motivasi kepada bawahan agar 
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil 
guria: 

k.	 mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai ba hu n 
penyusunan hasil kerja lebih lanjut; 

1.	 membuat laporan kepada Kepala Dinas sebagai masukan 
untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja 
dinas lebih lanjut; dan 

m.	 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan, sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yarig 
berlaku. 

Kepala Seksi Statistik Sektoral 

Pasa132 

Tugas pokok Kopala Seksi Statistik Sektoral adalah 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Statistik dan Data 
Elcktronik dibidang Statistik Sektoral. 

Pasal33 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 32, rincian tugas Kepala Seksi Statistik Sektoral 
adalah sebagai berikut : 

a.	 melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya pada 
Bidang Statistik dan Data Elektronik dalam rangka 
penyusunan program kerja Seksi Statistik Sektoral untuk 
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan; 

b.	 menginventarisasi permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugas Seksi Statistik Sektoral dan menyusun 
bahan untuk pemecahan masalahnya; 



c.	 melaksanakan kegiatan pengumpulan data statistik 
sektoral Pemerintah Kabupaten: 

d.	 melaksanakan kegiatan pengolahan data statistik sektoral 
Pemerintah Kabupaten: 

e.	 melaksanakan kegiatan penyimpanan data statistik sektoral 
Pemerintah Kabupaten: 

f. melaksanakan kegiatan penyajian data statistik sektoral 
Pemerintah Kabupaten: 

a 
O' melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhaclap 

penyelenggaraan kegiatan pengumpulan data Statistik 
Scktoral serta pengunaannva; 

h. melaksanakan penyusunan standar teknis pelaksanaan 
kegiatan statistik sektoral Pemerintah Kabupaten; 

1. melaksanakan kegiatan pendataan dan pelaporan terhadap 
kegiatan Statistik Sektoral; 

J. antarmelaksanakan koordinasi dan kerjasama 
lembaga/ instansi terkait dibidang statistik sektoral; 

k. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan 
Fungsional Umum dilingkungan Seksi Statistik Sektoral 
agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan 
berhasil-guna; 

1. membagi habis tugas Seksi Statistik Sektoral kepada 
aparatur Jabatan Fungsional Umum sebagai bawahannvu , 
Clg~ll' setiap persorii! rncrnrib a m i tUiJ,ClS dan t:lnggung jawab 
rnasing-rnasrrig; 

m. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari 
bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan 
pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam 
program lebih lanjut; 

n. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan un t uk 
penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang 
berlaku. 

Kepala Seksi Pengelolaan Data Elektronik 

Pasal 3~ 

Tugas pokok Kepala Seksi Pengelolaan Data Elektronik adalah 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Statistik dan Data 
Elektronik dibidang Pengelolaan Data Elektronik. 

Pasal35 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 34, rincian tugas Kepala Seksi Pengelolaan Data 
Elektronik adalah sebagai berikut : 

a.	 melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya dibidang 
Statistik dan Data Elektronik dalam rangka penyusunan 
program kerja Seksi Pengelolaan Data Elektronik untuk 
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan; 

b.	 menginventarisasi permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugas Seksi Pengelolaan Data Elektronik dan 
menvusun bahan untuk pemecahan masalahnva: 

c.	 menyiapkan dan mengembangkan sistem pengeloluan duta 

elektronik dilingkup Pemerintah Kabupaten: 



d.	 menyusun dan menetapkan standar teknis pertukaran, 
penyimpanan dan pemberian akses data elektronik 
dilingkup Pemerintah Kabupaten; 

e.	 melaksanakan pengendalian dan penetapan kewenangan 
hak akses terhadap data elektronik; 

f.	 melaksanakan pengelolaan dan pemutakhiran data base 
antar OPD dilingkup Pemerintah Kabupaten; 

o 
O' menetapkan standar penyimpanari, klasifikasi dan 

pemilahan data elektronik; 
h. melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan data 

elektronik dilingkup Pemerintah Kabupaten; 
1. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap 

pengelolaan data elektronik dilingkup Pemerintah 
KabupateN; 

J. antarmelaksanakan koordinasi dan kerjasama 
lembaga/instansi terkait pengelolaan data e1ektronik; 

k. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan 
Fungsional Umum dilingkungan Seksi Pengelolaan Data 
Elektronik agar dapat melaksanakan tugas secara berdava
guna dan bcrhasil-guna: 

1. mcmhagi ha his tugas Seksi Pengelolaan Data Elektronik 
kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum sebdbdi 
bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan 
tanggung jawab masing-masing; 

m. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari 
bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan 
pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam 
program lebih lanjut; 

n. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan un tuk 
penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan o1eh 
atasan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang 
berlaku. 

Kepala Seksi Literasi Data Dan Informasi 

Pa sn l ::If') 

Tugas pokok Kepala Seksi Literasi Data Dan Informasi adalah 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Statistik dan Data 
Elektronik dibidang Literasi Data Dan Informasi. 

Pasal37 

Untuk menye1enggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 36, rincian tugas Kepala Seksi Literasi Data Dan 
Informasi adalah sebagai berikut : 

a.	 melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya dibidang 
Statistik dan Data Elektronik dalam rangka perivu surian 
program kerja Seksi Literasi Data Dan Inforrnasi untuk 
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan; 

b.	 menginventarisasi permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugas Seksi Literasi Data Dan Informasi dan 
menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; 

c.	 menyusun dan mengembangkan sistem pengelolaan literasi 
data dan informasi dilingkup Pemerintah Kabupaten; 



d.	 menyiapkan dan menyediakan sumber literasi yang 
berhubungan dengan pelaksanaan perneriniahan dan atuu 
pelayanan publik meliputi sumber perundangan, panduan 
teknis, bahan ajar elektronik, literatur digital dan 
sejenisnya; 

e. rnelaksanakan pengelolaan dan pernutakhiran database 
daftar informasi publik untuk pelaksanaan PPID 
Pemerintah Kabupaten; 

f.	 melaksanakan pengelolaan dan pemutakhiran database 
sistern inforrnasi Kabupaten; 

g.	 melaksanakan pembinaan terhadap pengembangan literasi 
data dan inforrnasi dilingkup Pemerintah Kabupaten; 

h.	 melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap 
pengembangan literasi data dan inforrnasi dilingkup 
Pe rue r in tah Kabupaten ; 

1.	 melaksanakan kegiatan pendataan dan pelaporan terhadap 
pengernbangan literasi data dan inforrnasi; 

J.	 melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar 
lembagajinstansi terkait dibidang pengembangan literasi 
data dam informasi; 

k.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur .Jabata n 
Fungsional Umum dilingkungan Seksi Literasi Data Dan 
Informasi agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya
guna dan berhasil-guna; 

1.	 membagi habis tugas Seksi Literasi Data Dan Informasi 
kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum sebagai 
bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan 
tanggung jawab masing-masing; 

m.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari 
bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan 
pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam 
program lebih lanjut; 

n.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahari untuk 
penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang 
berlaku. 

Bagian Keenam 

Kepala Bidang Pemberdayaan E-Government 

Pasa138 

Tugas pokok Kepala Bidang Pemberdayaan E-Governmen l 
adalah merumuskan dan melaksanaan kebijakan serta 
kcweriangan Pemerintah Kabupaten dibidang Pemberdayaan E
Goverrirnent. 

Pasa139 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 38, rincian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan E
Government adalah sebagai berikut : 

a.	 melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dan 
Sekretaris dalam rangka penyusunan program kerja Dinas 
Korriunikasi dan Informatika, sebagai pedoman penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas serta rencana 



kerja pada Bidang Pemberdayaan E-Government untuk 
dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas; 

b.	 memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam 
melaksanakan tugas dibidang Pemberdayaan E-Governmen t 
agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai program 
kerja yang telah disusun; 

c.	 melaksanakan kebijakan serta kewenangan dibidang 
pemberdayaan E-Government; 

d.	 melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pengendalian 
pemberdayaan E-Government; 

e.	 mclaksariakan koordinasi dan kerjasama an tar 
lembaga/ instansi tcrkait pemberdayaan E-Guvernmenl; 

f.	 melaksanakan perancangan, pengembangan dan 
pemberdayaan E-Government dalam rangka mewujudkan 
terciptanya ekosistem Kabupaten Cerdas Lampung Selatan 
(Smart Regency of Lampung Selatan); 

g.	 mempelajari Peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika 
serta Peraturan perundang-undangan yang berhubungan 
dengan Bidang Pemberdayaan E-Government sebagai 
landasan dalam pelaksanaan tugas; 

h.	 membagi habis tugas pada Bidang Pemberdayaan E
Government kepada bawahan, agar setiap aparatur yang 
ada memahami tugas dan tanggung jawabnva masmg
maslllg; 

1.	 menerima, mernpelajari laporan dan saran dari bawahan 
sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam mcriyus un 
program kcrja selanjutnya; 

J.	 membina, memberikan motivasi kepada bawahan agar 
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil 
guna; 

k.	 mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan 
penyusunan hasil kerja lebih lanjut; 

1.	 membuat laporan kepada Kepala Dinas sebagai rnasukan 
untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja 
dinas lebih lanjut; dan 

m.	 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan, sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang 
berlaku. 

Kepala Seksi Aplikasi Informatika 

Pasa140 

Tugas pokok Kepala Seksi Aplikasi Informatika adalah 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan E-
Government dibidang Aplikasi Informatika. 

Pasa141 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 40. rincian tugas Kepala Seksi Aplikasi 
fnformatika adalah sebagai bcrikut : 

a.	 melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya dibidang 
Pemberdayaan E-Government dalam rangka penyusunan 
program kerja Seksi Aplikasi Informatika untuk dijaclikan 
pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan; 



b.	 menginventarisasi permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugas Seksi Aplikasi Informatika dan 
menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; 

c.	 membangun dan mengembangkan layanan sistem inforrriasi 
berbasis elektronik untuk lavanan dasar pemerintahan; 

d.	 membangun dan mengembangkan layanan sistem inforrna si 
berbasis elektroriik untuk layanan publik; 

e.	 membangun dan mengembangkan layanan sistem informasi 
berbasis elektronik untuk layanan bisnis dan UMKM; 

f.	 membangun dan mengembangkan sistem basis data 
elektronik (electronic database); 

g.	 melaksanakan pemeliharaan dan pengcmbangan s iste m 
informasi berbasis elektronik; 

h.	 melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri 
perangkat lunak; 

1.	 melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri 
perdagangan elektronik (e-commerce); 

J.	 rnc laksarrakun pembirraa n t.crhuclup pc m bcrcl ava.an a pl ikas i 
informatika dilingkup Pemerintah Kabupaten; 

k.	 melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap 
pemberdayaan aplikasi informatika dilingkup Pemerintah 
Kabupaten; 

1.	 melaksanakan kegiatan pendataan dan pelaporan terhadap 
pemberdayaan aplikasi informatika; 

m.	 melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar 
lembagajinstansi terkait pemberdayaan aplikasi 
informatika; 

n.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan 
Fungsional Umum dilingkungan Seksi Aplikasi Informatika 
agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan 
berhasil-guna; 

o.	 membagi habis tugas Seksi Aplikasi Informatika kepada 
aparatur Jabatan Fungsional Umum sebagai bawahannya, 
agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawab. .
ma.srng-rriasmg; 

p. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari 
bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan 
pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalarn 
program lebih lanjut; 

q. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk 
penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan 

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang 
berlaku. 

Kepala Seksi Pengembangan E-Government 

Pasa142 

Tugas pokok Kepala Seksi Pengembangan E-Government 
adalah melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan E
Government dibidang Pengembangan E-Government. 

Pasa143 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 42, rincian tugas Kepala Seksi Pengembangan E
Government adalah sebagai berikut : 



a.	 melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya dibidang 
Pemberdayaan E-Government dalam rangka penvusurian 
program kerja Seksi Pengembangan E-Government urituk 
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan; 

b.	 menginventarisasi permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugas Seksi Pengembangan E-Government 
dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; 

c.	 merumuskan masterplan pelaksanaan e-goverment yang 
berkesinambungan; 

d.	 melaksanakan penataan dan pengendalian tata kelola 
domain dan subdomain dilingkup Pemerintah Kabupatcn; 

e.	 melaksanakan pengendalian interkoneksi dan interoperasi 
infrastuktur dan aplikasi informatika Pemerintah berbasis 
elektronik; 

f.	 menyusun standar tata kelola e-government dilingkup 
Pemerintah Kabupaten; 

g.	 mengkoordinasikan pelaksanaan tata kclola e-governrncn t 
dilingkup Pemerintah Kabupaten; 

h.	 mengkoordinasikan perencanaan, pembangunan dan 
pengembangan ekosistem Kabupaten Cerdas Lampung 
Selatan (Smart Regency of Lampung Selatan); 

1.	 melaksanakan pembinaan terhadap pemberdayaan e
government dilingkup Pemerintah Kabupaten; 

J.	 melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhaclap 
pemberdayaan e-goverment; 

k.	 melaksanakan kegiatan pendataan dan pelaporan terhadap 
pemberdayaan e-government; 

1.	 melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar 
lembaga/ instansi terkait dibidang pemberdayaan ('
government; 

m.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan 
Fungsional Umum dilingkungan Seksi Pengembangan E
Government agar dapat melaksanakan tugas secara 
berdaya-guna dan berhasil-guna; 

n.	 membagi habis tugas Seksi Pengembangan E-Government 
kepada aparatur .Jabatan Fungsional Umum sebagai 
bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan 
tanggung jawab masing-masing; 

o.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dar: 
bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan 
pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam 
program lebih lanjut; 

p.	 rnrn '\'~llu;lsi ha sil p('bksclrl~lc1t1 lugas buwuh an Ul;ll::< 

penycmpurriaan basil kerja lcbih lanjut; dan 
q.	 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

atasan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang 
berlaku. 

Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi 
dan Komunikasi 

Pasa144 

Tugas pokok Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi 
dan Komunikasi adalah melaksanakan sebagian tc.lgas Bid a n e 
Pemberdayaan E-Government dibidang Infrastruktur Tekriologi 
lnformasi dan Komunikasi. 



Pasa145 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 44, rincian tugas Kepala Seksi lnfrastruktur 
Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah sebagai berikut : 
a.	 melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya dibidang 

Pemberdayaan E-Government dalam rangka penyusunan 
program kerja Seksi Infrastruktur Teknologi lnformasi dan 
l«'lTlllllikd~~j u nt u k dijud ika n pc-dorria n d a lurn pelaksan.i.u
pekerjaan; 

b.	 menginventarisasi permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugas Seksi Infrastruktur Teknologi 
Informasi dan Komunikasi dan menyusun bahan un tu k 
pemecahan masalahnya; 

c.	 mcmbangun dan mengembangkan l nfra st.u ktur Teknologi 
lnforrnasi dan Komunikasi dilingkup Pemerintah 
Kabupaten; 

d.	 membangun dan mengembangkan Pusat Data (Data Center 
atau disingkat DC) dan Pusat Operasi Jaringan (Network 
Operation Center atau disingkat NOC); 

e.	 melaksanakan penyediaan akses internet dan in tranrt 
dilingkup Pemerintah Kabupatcn; 

f.	 melaksanakan pengendaIian sistem keamanan 
infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi; 

g.	 melaksanakan pemeliharaan infrastruktur Teknologi 
Informasi dan Komunikasi, DC dan NOC; 

h.	 melaksanakan pengendalian terhadap infru s t ru l;r Ll r 
Teknologi Informasi dan Komunikasi, DC dan NOC; 

1.	 melaksanakan pembinaan terhadap Infrastruktur Teknologi 
Inforrnasi dan Komunikasi dilingkup Pemerintah Kabupaten 

melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadapJ. 
Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi 
dilingkup Pemerintah Kabupaten; 

k.	 melaksanakan kegiatan pendataan dan pelaporan terhadap 
Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi; 

1.	 melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar 
lembaga/ instarisi terkait Infrastruktur Teknologi Inforrnasi 
dan Komunikasi; 

rn.	 rncmimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan 
Fungsional Umum dilingkungan Seksi Infrastruktur 
Teknologi Informasi dan Komunikasi agar dapa r 
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil 
guna; 

n.	 membagi habis tugas Seksi Infrastruktur Teknologi 
Inforrnasi dan Komunikasi kepada aparatur Jabatan 
FungsionaI Umum sebagai bawahannya, agar se tiap 
personil memahami tugas dan tanggung jawab masing
masmg; 

o.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data delr; 
bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan 
pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam 
program lebih lanjut; 

p.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawaban untuk 
penyempurnaan basil kerja lebih lanjut; dan 

q.	 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan olch 
atasan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang 

berlaku. 



BAB IV 

KETENTUAN LAIN LAIN 

Pasal 46 

Ketcntuan lain mengenai Unit Pelayanan Teknis dan Ke!ompok 
.Jabatan Fungsional diat.ur dengan Perat uran Bupati terscndir i. 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasa!47 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pcraturan 
Bupati Lampung Selatan Nomor 54 Tah un 2016 lentang Rincian 
Tugas Jabatan Dinas Komuriikasi dan lnformatika Kabupaten 
Lampung Selatan (Bcrita Dacrah Kabupatcn Larnpung Scla ta n 
Tahun 2016 Nomor 54) dicabut d3D dinyatakan tidak bcrlu ku. 

Pasal"-1-8 

Perai.uran Bupati ini mulai berlaku pada tangga! pelantikan 
pcjabat baru bcrdasarkan Peraturan Bupati ini. 

Agar set.iap orang mengetahuinva, merncrim ahkan pengUI1CLmgdll 
Pcraturan Bupaii ini dengan penempatannya dalam Berita Dac ra h 
Kabupatcn Lampung Sclatan. 

Ditctapkan di Kalianda 
pada tanggal 28 Dcscmbcr 2018 
PIt. BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

uto 

NANANG ERMANTO 

Diundangkan di Kalianda 
pada tanggal 28 Dcscmbcr 2018 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, 

uto 

FREDY 8M 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 45 
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